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“You didn’t come this far to only come this far.” 
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Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas 

ius sanguinis secara utuh yaitu berdasarkan keturunan dari pihak ayah. Sehingga anak 

dari hasil perkawinan campuran yang lahir dari rahim WNI, maka anaknya otomatis 

mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun sekarang melalui Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir 

dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia sebagaimana 

ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahkan mengakui 

dua kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia 18 tahun (Asas Kewarganegaraan 

Ganda Terbatas) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Setelah anak tersebut 

berusia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu 

kewarganegaraan, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI ) atau Warga Negara Asing 

(WNA).  Namun bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

diundangkan, atau dengan kata lain adalah anak-anak yang lahir sebelum tanggal 1 

Agustus 2006. Anak-anak ini dikategorikan sebagai anak-anak yang lahir dalam masa 

transisi antara undang-undang kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang 

Nomor 62 Tahun 1958 dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru, yaitu 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah 

sistematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian 

pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini 

menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya 

kekosongan hukum akibat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Sesuai 

dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ 

pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi 

tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan 
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pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Untuk menganalisis isu hukumnya 

menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni 

pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian 

kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content 

analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum. 

 

Mekanisme alur pendaftaran anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara  
Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 

dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

dinilai sudah baik namun kurang atas sosialisasi kebijakan tersebut sehingga 

menyebabkan banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum atau 

pada masa transisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ke Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006 otomatis menjadi asing dan diperlakukan layaknya WNA murni.  

Saat ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang 

menyusun peraturan menteri mengenai alur mekanisme anak hasil perkawinan 

campuran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2022 ini hanya memberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak 

bulan 31 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2024 untuk mengajukan permohonan 

pewarganegaraan melalui Pasal 3A bagi anak hasil perkawinan campuran yang telah 

dewasa atau subjek dari Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. 

Kedua bagan alur pendaftaran anak hasil perkawinan campur berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara  
Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 

dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia.dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Pasal 3A dapat dilihat 

bahwa ada dua kekurangan pada alur tersebut. Alur mekanisme pada Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 41 memiliki 

kekurangan pada sosialisasi kebijakan yang oleh pemerintah sedangkan pada peraturan 

baru bagi anak hasil perkawinan campur yang terlambat mendaftar dan memilih yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 pada Pasal 3A ialah jangka waktu yang 

singkat hanya 2 (dua) tahun dan belum terdapat Time Frame (kerangka waktu) untuk 

pelayanan anak hasil perkawinan campur,. Hak anak hasil perkawinan campuran yang 

terlanggar akibat aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan  yaitu Hak Konstitusional, Hak Publik, dan Hak Privat. Ini 

adalah beberapa hak yang terlanggar oleh anak hasil perkawinan campuran akibat 

aturan peralihan Pasal 41. Pemerintah sebagai penanggung jawab sudah seharusnya 

memulihkan dan melindungi hak-hak anak hasil perkawinan campuran tanpa 

membeda-bedakan dari etnis, ras, agama dan kewarganegaraan anak tersebut karena 

anak hasil perkawinan campuran juga memiliki darah Indonesia di dalam dirinya.  
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ABSTRAK 

Permasalahan pertama yaitu bagaimana mekanisme pelaporan status kewarganegaraan 

anak hasil perkawinan campuran yang terlambat didaftarkan menjadi dasar penelitian 

tesis ini. Masalah kedua, yaitu menentukan hak-hak anak hasil perkawinan campuran 

yang dilanggar oleh aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

menjadi dasar penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kajian literatur 

hukum perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan subjek yang ada 

adalah metode pilihan untuk data hukum. Penelitian ini bersifat Preskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama Mekanisme alur pendaftaran anak 

hasil perkawinan campuran berdasarkan Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006  dan Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01–HL03.01 Tahun 2006 

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai 

Kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah baik namun kurang atas sosialisasi 

kebijakan tersebut sehingga menyebabkan banyaknya anak hasil perkawinan campuran 

yang lahir sebelum atau pada masa transisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ke 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 otomatis menjadi asing dan diperlakukan 

layaknya WNA murni. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah kemudian 

mengeluarkan peraturan baru karena rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Kedua 

Hak anak hasil perkawinan campuran yang terlanggar akibat aturan peralihan Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  yaitu Hak 

Konstitusional, Hak Publik, dan Hak Privat. Ini adalah beberapa hak yang terlanggar 

oleh anak hasil perkawinan campuran akibat aturan peralihan Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006. 

 

Kata Kunci : Anak, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan.
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